
BUPATI MAHAXA}T ULU
PROVITSI KALIMANTAN TIMUR

PERATT'RAN BT'PATI MAHAXAU ULU
NOUOR 11 TNIUII 2018

Menimbang: a.

Mengingat

DENGATT RAHMAT TUIIAN YANG MAHA F,SA

BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan selagramana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2OO0 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 130,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll
Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2441 sebagaimana
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 205
Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4025);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 49, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O3);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
as78l;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
l,aporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2Ol2 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungiawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta. Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018.

ilEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG

PENJABARAN PERCESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula
berl'umlah Rp. 1.157.992.877.155,48 bertambah sejumlah Rp. ,00 sehingga
menjadi Rp. 1.157.992.a77.155,48, tidak mengalami perubahan dengal
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1. 1 57.992 .877 .155,48
b. Bertambah/Berkurang Rp. .00
Jumlah pendapatan setela-h perubahan Rp. l. r 57.992 .a77 . r55,48

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula

Rp.268.8 43.853.539.10
Rp. 268.843.853.539,10

Ep
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2)Bertambah/(Berkurang) Rp

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setalah
perubahan

pq

Rp 00

2. Belanja

a. Semula Rp.1.426.836.730.694,58
b. Bertambah/Berkurang Rp. .00
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.a26.836.730.69a,58
Surplus/(Defisit) Rp. 268.843.853.539,10



Pasal 2

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut pada l,ampiran
peraturan ini.

Pasel 3
La.mpiran sebaga ims16 tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang telah ditefrpkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 5

I( TENTT'AN PEI{ITI t'P
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

ditetapkan di J

No Nama Jrbltrn T*o
1 Drs Y Juan Jenau Wakil 8up€ti (-

2 Drs Yohanes Avuo, M Si Sekda i8.
3 ors ThooEs Hiqam A6s.lll IF,
4 Gony Gqorius, SE,M SiAK Kepala BPKAD
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Plt. Kaba{ Hukum l;{Kasubag Kumdang

diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Mei 2018
SEXRSTARIS DAERAII
KABT'PATEN MAHAI(AIU T'LU

pada
BUPATI

oh Bilang
Mei 2O18

ULU

BELAWAN GEHBO

YO AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 11

7.
Yos€p Sangjarc, SH


